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ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan 

stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, 

dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Karena 

perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya yang menyatu dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 

dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan tindak pidana suap diatur dalam Pasal 5, 

Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan dalam tindak 

pidana korupsi dengan menggunakan metodelogi yuridis normatif, artinya bahwa 

penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain penelitian dengan 

meneliti bahan pustaka. Secara prinsipil gratifikasi dan suap tidak ada 

perbedaan, hanya gratifikasi tersebut ilegal apabila berhubungan dengan jabatan itu 

yang disebut suap, gratifikasi yang tidak berhubungan dengan jabatan dapat diterima 

oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan syarat harus melaporkan 

pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

cara

Kata Kunci: Korupsi, Gratifikasi, Suap, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara.
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ABSTRACT

Corruption is a serious problem, this act couId endanger not only the stability 

and security of societies, social development, economic and political well but also 

undermine democratic values and morality. Due to this act seemed to be a culture that 

integrated into the system of State administration. On article 12 B of Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 on the amendement of Undang-Undang No. 31 tahun 1999 on 

Eradication of Corruption that any gratification to civil servants or stakeholder was

considered bribery when dealing with the opposite position and obligations or duties.

Meanwhile, the bribery offenses was under Article 5, Article 6, Article 11, Article 12.

That the problem in this study was how the criteria of bribes and gratification were

classified as a corruption by using a juridical-normative, methodology which was 

focused an secondary data or in short the study was done by examining the library 

materials. In principal, gratification and bribes had no difference. Gratification was 

illegal if it was dealing with the positions, obligations or duties mentioned as a bribe. 

But, the gratification that was not dealing with the position accepted by the civil 

servants or stakeholder was legal if it was reported officially to Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Key Words : Corruption, Gratification, Bribe, Civil Servant, Stakeholder.

xiii
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1.1. Latar Belakang

Korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak 

tahun 1950 hingga sampai saat ini,1 berbagai pakar hukum, politik, ekonomi, sosial 

dan budaya menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian 

pemerintahan, serta menjadi suatu sistem dalam arti kebiasaan yang menyatu dengan 

penyelenggaraan pemerintahan negara.2 Usaha pemberantasan korupsi di masa 

tersebut walaupun mengunakan perangkat perundang-undangan yang ada, masih 

banyak menemui kegagalan atau ketidakberhasilan, ketidakberhasilan tersebut 

dimaksud antara lain berbagai institusi yang di bentuk untuk pemberantasan korupsi 

menjadi penyebab dan tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum 

yang lemah dan di tambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh- 

sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.3

kelangsungan

Di kehidupan belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih 

dalam usaha pemberantasannya dibandingkan tindak pidana yang lain sebab jika 

mengingat tindak pidana ini sebagaimana dampak negatif yang ditimbulkan sangatlah

i Firmansyah, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana 
Korupsi dan Perspektif /ntegrated Criminal Justice System, ldea Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

2 Ibid.
3 Ibid.

1
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merusak sistem pemerintahan.4 Tindak pidana korupsi merupakan salah satu 

perbuatan serius yang harus diberantas karena dampak tindak pidana ini tidak hanya 

membahayakan keamanan msyarakat tetapi juga dapat membahayakan stabilitas 

politik, sosial, serta pembangunan ekonomi dan merusak nilai-nilai moralitas serta 

demokrasi.5 perbuatan ini seakan sudah menjadi budaya dan dapat menjadi 

menuju masyarakat makmur dan yang menjunjung tinggi rasa berkeadilan.6

ancaman

Dalam kehidupan bernegara tidak heran sering dijumpai aktivitas yang 

tergolong dalam arti korupsi, baik yang ringan atau berat maupun yang dilakukan 

sendiri dan secara bersama-sama, Seperti halnya kasus Miranda Swaray Goeltom, 

pada Tanggal 26 Januari 2012 mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, gratifikasi yang diberikan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara

negara dianggap pemberian suap kalau pemberian tersebut ditujukan untuk 

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban penerima,8 antara lain diatur 

dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana

4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 1
5 Ibid.

Ibid.
7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Nee& 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) &

8 Rumusan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)

ara
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Korupsi,9 dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a pemberian dengan nilai sepuluh juta

rupiah atau lebih yakni penerimalah yang membuktikan bahwa gratifikasi tersebut

bukan merupakan suap dan huruf b sebaliknya10 dan Pasal 12 C mengenai ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlakukan apabila penerima

gratifikasi tersebut melaporkan apa yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi11 dan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang intinya menjelaskan

12pelaporan dan penentuan status gratifikasi yang diterima tersebut.

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)
i

huruf A yaitu terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap Orang14

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu15

c. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara16

d. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya17

g
Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm 
Jbid.

11 Ibid 
“ Ibid.
13 R Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korunsi Edisi

Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 58 S’
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.

84
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Jika diuraikan Pasal II Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi18 rumusan tersebut terdiri dari dua ketentuan yaitu pertama 

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut menduga, hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan dan 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima.19 Kedua Pegawai Negeri 

atau Penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 

diduga menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada 

hubungannya dengan jabatannya.20 Pembahasan Pasal 11 jika dilakukan dengan 

mengikuti setiap unsur dari masing-masing kedua ketentuan di atas yaitu :21

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara22

b. Menerima Hadiah atau Janji23

c. Diketahui atau patut diduga24

d. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan 

jabatannya; dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji 

tersebut ada hubungan dengan jabatannya25

^ Ibid.
18 Rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)

19 Loc cit., R Wiyono, hlm 97
20 Ibid
21 Ibid
22 Ibid
23 Ibid
24 Ibid
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Gratifikasi sendiri rumusannya di dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,26 menyatakan gratifikasi kepada 

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap suap jika pemberian tersebut 

dimaksudkan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban .

Kalau dilihat rumusannya secara lengkap, dari rangkaian kalimat pasal

tersebut diatas secara lengkap hanya menyatakan tentang pembuktiannya tidak
->8

menjelaskan apa yang menjadi unsur pembeda antara gratifikasi dan suap“ ,

• *>9sedangkan suap sendiri sudah diatur oleh peraturan perundang-undang lain** , 

pengertian tindak pidana tentang gratifikasi dalam penjelasan umum tersebut adalah 

tindak pidana korupsi tentang pemberian gratifikasi dengan nilai sepuluh juta rupiah 

atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (l) huruf a.30

Pada ketentuan Pasal 12 B ayat (i) yaitu merupakan delik materiel dan bukan

delik formiel karena masih harus dibuktikan bahwa pemberian itu bukan merupakan 

suap,31 hal ini tersirat dinyatakan dalam kalimat dianggap suap serta mengenai 

pembuktian tersebut mengunakan sistem beban pembuktian terbalik artinya penerima

25 Ibid.
26 Pasa) 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor: 4150)

27 Rumusan Pasal 12 B ayat (1) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor: 4150)

28 Loc cit., R Wiyono, hlm 122
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Romli Atmasasmita,fop/ta selekta hukum pidana internasional, CV Utomo, Bandung,

2004, hlm. 58
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32wajib membuktikan bahwa pemberian kepadanya bukan merupakan suap.suap

Penjelasan demikian pada butir (2) bahwa pemberian tersebut harus berkaitan 

berhubungan dengan jabatannya sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri 

yang dituduh itulah yang harus membuktikan tidak adanya hubungan atau kaitan 

dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajibannya,33 dalam Pasal 12 B ayat (1)

atau

huruf a dimana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan harus 

membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap jika nilai pemberian 

lebih dari sepuluh juta rupiah34 sedangkan nilai pemberian kurang dari sepuluh juta 

rupiah pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut suap oleh penuntut umum.35

Cerita cek Miranda dan tentang bagaimana cerita lahirnya atau

dikeluarkannya cek Miranda ini bermula dari datangnya telepon dari teller Bank

Artha Graha yang memesan 480 lembar cek perjalanan yang masing-masing bernilai 

lima puluh juta rupiah, dalam pemeriksaan Kepala Traveller’s Cheque BII yaitu 

Krisna Pribadi mengatakan bila salahsatu nasabah Bank Artha Graha memerlukan 

cek perjalanan,36 setelah mendapat kepastian Bank Artha Graha telah mentransfer 

uang sebesar Rp. 24 Milyar sebagai pembayaran 480 lembar cek perjalanan itu 

Krisna berangkat kekantor Bank Artha Graha dan bertemu dengan Tutur yaitu

32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
33 Ibid.

2012 hlm 3ahamddin Arit0nang’ Cek Miranda dan Korban-Korbannya, Pustaka Pergaulan, Jakarta,
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seorang teller Bank Artha Graha.37 Disaat itu baru Krisna Pribadi tahu bahwa yang 

membeli cek itu adalah PT First Mujur Plantation & Industry.38 Menurut laporan 

Tempo terbit tanggal 2 Mei 2010 yang dikutip oleh Baharuddin yakni cek perjalanan 

inilah yang konon sampai kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dituduh 

menerima gratifikasi dalam pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 tersebut39.

Miranda Swaray Goeltom resmi jadi tersangka Travel cek pelawat

sebelumnya Miranda di tetapkan sebagai tersangka kasus Travel Cek pelawat Deputi

Gubernur Senior Bank Indonesia kepada 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

periode 1999-2004 yakni keputusan tersebut diambil Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) pada gelar perkara yang di gelar Tanggal 25 Januari 2012 dan Miranda di jerat 

dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.40 Pada Tanggal 27 September 

2012 Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 

tiga tahun penjara dan denda senilai seratus juta rupiah kepada Miranda Swaray 

Goeltom yang menjadi terdakwa kasus suap Travel Cek Pelawat terhadap anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

37 Ibid
38 Ibid
39 Ibid., hlm. 4
40 Wikipedia Indonesia, biografi singkat Miranda Swaray Goeltom, 

http://id.rn.wikipedia.org/wiki/miranda_goeltom, Diakses Tanggal 26 Maret’2013 Jam 21:01 Wib

http://id.rn.wikipedia.org/wiki/miranda_goeltom
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periode 2004.41 Dalam Amar putusannya majelis hakim yang bernama Gusrizal 

menyatakan unsur memberikan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, seperti 

dilaporkan wartawan BBC Andreas Nugroho pada Tanggal 27 September 2012 

Miranda sendiri atas vonis ini menyatakan keberatan dengan menyatakan saya tidak 

berbuat apa-apa dan saya akan mengajukan banding lantasnya, Hal-hal yang 

memberatkan Miranda yaitu perbuatannya dianggap tidak mendukung upaya 

pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sedangkan hal-hal yang 

meringankan Miranda yakni belum pernah dihukum dan ia berlaku sopan selama

persidangan, dan Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

yaitu empat tahun penjara dan denda seratus lima puluh juta rupiah dan Jaksa Komisi 

Pemberantasan Korupsi mengatakan Miranda terbukti melakukan tindak pidana 

korupsi dengan bersama-sama menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 

1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan 

pertimbangan tersebut penuntut umum menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan menyuap Penyelenggara Negara yang didasari dengan fakta di 

persidangan yang menunjukkan rangkaian fakta hukum untuk membuktikan 

perbuatan Miranda memberikan cek pelawat kepada anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat 1999-2004 melalui Nunun Nurbaeti, Dalam tuntutan Jaksa menyebutkan hal 

yang memberatkan Miranda Goeltom adalah perbuatannya merusak kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat dan tidak jujur dan menurut penuntut umum Miranda terbukti

41 Loc cit., Baharuddin Aritonang, hlm. 6 
nlbid.
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sah dan meyakinkan menyuap Penyelenggara Negara sehingga merusak 

kinerja penyelenggara Negara tersebut sehingga tidak jujur dalam pemilihan Deputi 

Gubernur Senior Bank Indonesia dan menuntut Miranda empat tahun pidana penjara 

dan pidana denda sebanyak seratus lima puluh juta rupiah berbeda dengan keputusan 

Hakim yaitu memutuskan tiga tahun pidana penjara dan denda sebanyak seratus juta 

rupiah dengan dasar pertimbangan menganggap dalam amar putusannya 

memberi telah terpenuhi.43

* /N.

'

secara

unsur

Melihat dari hasil pemberitaan diatas, Miranda Swaray Goeltom dalam 

dakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi44 yang rumusannya menentukan memberi atau

menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan

maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau Memberi

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan

43 Berita catalog BBC Online, sidang putusan perkara Miranda Swaray Goeltom,
www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120927_vonismiranda.shtml Diakses Tanoeal
Maret 2013 Jam 22:43 Wib ’ ^

44 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) an

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/09/120927_vonismiranda.shtml
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dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 

atau dilakukan dalam jabatannya.45

Salah satu diantaranya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah 

terbukti menerima Travel Cek BII senilai lima ratus juta rupiah dengan tujuan untuk 

memenangkan Miranda Swaray Goeltom dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur 

Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang telah di putus oleh Hakim dengan putusan 

perkara Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VI1/2011 atas nama terpidana Marsekal Muda TNI 

(Pum) Suyitno yang berasal dari Fraksi TNI/Polri anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Periode 1999-2004, Marsekal Suyitno di dakwakan Oditur Militer Tinggi II Jakarta 

terbukti melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana 

tuntutan Primer-nya dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) Joncto Pasal 5 ayat (1) huruf

B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, 

Subsider Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joncto Pasal 55 ayat (1) 

ke-1 KUHP, dan oleh Majelis Hakim Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Marsekal 

Suyitno di hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 

sebesar dua ratus juta rupiah 46

45 Rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150) 

Mahkamah Agung RI, Direktori putusan perkara marsekal muda Suyitno
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/027243e2f2c47bc043fa9d9774722970, Diakses Tanecal 27 
Februari 2013 Jam 21:15 Wib ’ ^
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1.2. Perumusan Masalah

Menurut ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya menentukan bahwa setiap 

gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap suap jika 

pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan 

kewajibannya, sedangkan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap diatur dalam 

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dihubungkan dengan contoh perkara tindak 

pidana korupsi atas nama Marsda TNI Suyitno Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VII/2011 di 

dakwa Oditurat mengenai suap-menyuap dengan Pasal 5 dan Pasal 11 Undang- 

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas dalam Dakwaan

tentang

Alternatif. Berdasarkan kasus ini timbul permasalahan sebagaimana dimaksud yaitu :

1) Bagaimana kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan ke dalam

tindak pidana korupsi

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka perlu ditentukan 

ruang lingkup pembahasan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, penulis 

akan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu :
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a. Kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan ke dalam tindak 

pidana korupsi.

1.4. Tujuan Penelitian

I) Untuk menjelaskan kriteria perbuatan suap dan gratifikasi yang digolongkan

ke dalam tindak pidana korupsi.

1.5. Manfaat Penelitian

I) Manfaat Teoritis, yaitu dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia

ilmiah dalam memperkaya khasanah keperpustakaan, dapat memberikan

sumber pemikiran, referensi untuk para pendidik dan peserta pendidik dalam

memahami ketentuan hukum tentang gratifikasi dalam upaya pemberantasan

tindak pidana korupsi, khususnya dalam studi ilmu hukum dan sistem

peradilan pidana.

2) Manfaat Praktis, yaitu agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada 

semua orang, khususnya aparat penegak hukum mengenai ketentuan hukum 

tentang gratifikasi dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi demi 

tegaknya hukum serta menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran 

secara keseluruhan.
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1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan, penulis melakukan penelitian skripsi 

bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan secara yuridis normatif, 

artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan kata lain 

penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka47.

yang

1.6.2. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan data) bahan penelitian yang digunakan adalah data 

sekunder yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri

dari KUHAP, KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

47 Usmawadi, materi pendidikan latihan dan kemahiran hukum (PLKH), Laboratorium 
Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 261
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Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturantentang

perundang-undangan lain yang berhubungan dengan ketentuan hukum 

tentang gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara

yang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai

bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan 

ahli hukum, asas-asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa

belanda, ensiklopedia, Wikipedia, dokumen, internet dan lain sebagainya.

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Didasarkan bahwa pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, 

yang hanya memanfaatkan data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research).

1.8. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut di olah dalam bentuk 

analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bersifat
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sekunder terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa48, agar dapat membantu 

didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori 

baru,49 dan kemudian data di kelola secara menyeluruh, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab 

permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

48 Hipotesa yang dimaksud, yakni dasar pertimbangan hakim yang terdapat dalam 
putusan perkara Nomor: 18-K/PMT-II/AU/VI1/2011

49 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,

amar

hlm. 10
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